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P E N E T A P A N 
Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Lwb 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan 

penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh: 

 

Isnainin Amir bin Amir, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, 

Pendidikan  SD, Alamat  Panama, RT.003/RW.001, Desa 

Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, 

selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"; 

Siti Amina Nona binti Efraim Mailai, Umur 32 Tahun, Agama Islam, 

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat 

Panama, RT.003/RW.001, Desa Panama, Kecamatan 

Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai 

"Pemohon II"; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

  

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II  dalam surat permohonannya             

tanggal 1 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang 

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 

0054/Pdt.P/2016/PA.Lwb., tanggal 2 Agustus 2016, dengan dalil-dalil 

sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah 

secara Agama Islam  pada tanggal 16 Mei 2000 di Desa Panama, 

Kecamatan  Buyasuri, Kabupaten Lembata; 

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam 

Kampung bernama Najamudin Lelang Wayan bin Bala sekaligus 
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bertindak  sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon 

IIberagama Katolik. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di 

saksikan oleh 2 orang saksi bernama Mansur Rusdi dan Abd Syukur, 

dengan mahar Uang Rp.100.000; 

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon 

II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri  

dan tidak pernah bercerai; 

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, 

sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam; 

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai  5 

orang anak yaitu :  

1 Irfan Syarifudin (Laki-Laki) Umur 16 Tahun; 

2 Fitri Afini (Perempuan) Umur 12 Tahun; 

3 Nastijana Trinianti (Perempuan) Umur 3 Tahun; 

4 Farnia Sari (Perempuan) Umur 3 Tahun; 

5 Arifin Abdul Sari (Laki-laki) Umur 1 Tahun; 

6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain 

yang berkeberatan; 

7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai 

Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I 

dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Buyasuri. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II 

membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama 

Lewoleba untuk : 

a. Memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Buyasuri 

b. Mengurus keperluan Keperdataan lainnya; 
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8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan 

dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma); 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan /menetapkan 

sebagai berikut: 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Isnainin Amir 

bin Amir) dengan Pemohon II (Siti Amina Nona binti Efraim Mailai) yang 

dilaksanakan pada  tanggal 16 Mei 2000 di Desa Panama, Kecamatan 

Buyasuri, Kabupaten Lembata; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara; 

SUBSIDAIR: 

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon  I 

dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak 

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya 

dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu 

tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua 

hal  yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II 

sebagaimana telah diuraikan tersebut;  

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Majelis 
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telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II 

pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 12 Agustus 

2016 dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang 

melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini; 

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke 

muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan 

sesuatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 148 R.Bg, permohonan 

Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur; 

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh 

Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (Prodeo) sebagaimana surat 

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA. 

Lwb, tertanggal 4 Agustus 2016. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat 

(5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-

Undang 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg, maka biaya yang timbul dalam 

perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) 

dibebankan kepada negara; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N E T A P K A N 

1. Menyatakan Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Lwb., gugur; 

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus 

dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara; 

 

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 

Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami              

Ruslan, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh                

Abdul Gafur, S.H.I., M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan 

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh                              
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Lili Herawati D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh 

Pemohon I dan Pemohon II; 

 

 

       Hakim Anggota,                            Ketua Majelis, 

   

          

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.                                        Ruslan, S.Ag, S.H., M.H.  

       Hakim Anggota, 

 

 

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I 

                                                                         Panitera Pengganti, 

 

 

                                                                         Lili Herawati D, S.Ag 

 

Perincian biaya perkara:  

1. Biaya Pendaftaran Rp.           0,- 
2. Biaya Proses  Rp.  50.000,- 

3. Biaya Panggilan Rp.170.000,- 
4. Biaya Meterai  Rp.    6.000,- 
5. Biaya Redaksi  Rp.           0,-         

      Jumlah    Rp.226.000,- 

                                           (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); 
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